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ABSTRAK

Intan Chaniago, 201720252005, Pembaharuan Hukum Pidana
Terhadap Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus
Bukti Elektronik Rekaman CCTV Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 20/PUU-X1V/2016).

KUHAP sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum tidak mengakui bukti
elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah. Kenyataannya, bukti elektronik
digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan Tindak pidana di
pengadilan. Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak
ekonomi masayarat, karena itu makan tindak pidana korupsi tidak lagi dapat
digolongkan sebagai kejahata biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat Yuridis
Normatif dilakukan secara Kuanlitatif dengan cara studi kepustakaan dengan
mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Karena penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji tentang Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pembuktian
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Bukti Elektronik Rekaman CCTV Dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-X1V/2016).

Hasil penelitian menunjukan bahwa penelitian sebagai berikut Bukti elektronik
dalam kasus tertentu sangat diperlukan untuk mencari kebenaran materiil dalam
persidangan perkara pidana dewasa ini mengingat perkembangan teknologi informasi
yang berkembang pesat. KUHAP sejauh ini belum mengakui keabsahan bukti alat
bukti elektronik namun diatur dalam Undang-Undang diluar KUHAP. Putusan MK
No. 20/PUU-XIV/2016 berimplikasi kepada fungsi bukti elektronik dalam hukum
acara pidanayakni Timbulnya ketidakpastian hukum terhadap keabsahan alat bukti
elektronik dan Perbedaan pengaturan yang ada dalam Putusan MK No. 20/PUU-
XIV/2016 dengan revisi UU ITE sehingga akan mengakibatkan perbedaan
penafsiran pula oleh penegak hukum dalam menegakan hukum acara pidana.
Rancangan KUHAP telah mengakomodir Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang
sah dalam hukum acara pidana. Hal ini menjamin kepastian hukum penggunaan bukti
elektronik sebagai alat bukti di persidangan.
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ABSTRACT

Intan Chaniago, 201720252005, Reform of Criminal Law Against
Evidence in Corruption (Case Study of Electronic Evidence CCVT
Recorded in the Constitutional Court Decision No. 20/PUU-X1V/2016).

KUHAP as a general criminal procedure law does not recognize electronic
evidence as a valid evidence. In fact, electronic evidence is used as valid evidence to
prove criminal acts in court. Corruption is a violation of social and economic rights of
the community, therefor the criminal act of corruption can no longer be classified as
an ordinary crime but has become an extraordinary crime.

The research method used in this paper is juridical normative and is carried
out quantitatively by means of library research by collecting primary, secondary and
tertiary legal materials. Because this study aims to examine the Criminal Law Reform
Against Evidence in Corruption (Case Study of Electronic Evidence CCTV Recorded
in the Constitutional Court Decision No. 20 / PUU-XIV / 2016).

The results show that the following research: Electronic evidence in certain
cases is needed to find material truth in criminal proceedings today, given the rapid
development of information technology. So far, the Criminal Procedure Code has not
recognized the validity of electronic evidence, but it is regulated in a law outside the
KUHAP. The Constitutional Court Decision No. 20 / PUU-XIV / 2016 has implications
for the function of electronic evidence in criminal procedural law, namely the
emergence of legal uncertainty regarding the validity of electronic evidence and
differences in the existing arrangements in the Constitutional Court Decision No. 20 /
PUU-XIV / 2016 with the revision of the ITE Law so that it will also result in different
interpretations by law enforcers in enforcing the criminal procedural law. The Draft
Criminal Procedure Code accommodates Electronic Evidence as valid Evidence in
criminal procedural law. This ensures legal certainty in the use of electronic evidence
as evidence in court.
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DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kebebasan Individu di Lingkungan Masyarakat/Kelompok
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